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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah 

keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal 

melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-

peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan: 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya; 

2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam agama Islam perkawinan disebut “Nikah” yang berarti 

melalui akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan 

kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka-sama, suka rela 

dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) 

bahagia, diridhoi oleh Allah SWT.
1
 

Keluarga merupakan salah satu instituisi terkecil dalam 

masyarakat, dan menjadi pelaksana pendidikan yang paling 

                                                             
1
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), cetakan keenam, h. 8. 
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menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan 

in-formal, ibu-bapak yang di kenal mula pertama oleh putra-puterinya 

dengan segala perlakuan yang diterimanya, dan dapat menjadi dasar 

pertumbuhan kepribadian sang putra putri itu sendiri. Sebuah keluarga 

terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan.
2
 

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah, 

talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah 

berati bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. kemudian 

kedua perikatan ini dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih yang berati 

perceraian antara suami istri. 

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu  proses dimana 

hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam 

perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan 

tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menetukan bahwa 

perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping 

sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Subekti 

mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena 

keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
3
 

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum 

positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan 

                                                             
2
Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 

h. 23. 

             3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 

1985).  h.21. 
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yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai 

maupun tata cara mengajukan perceraian.
4
 

Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 

Tahun 1974 yaitu: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

2. Untuk mengajukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara 

suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali lagi sebagai 

suami istri. 

3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

sendiri. 

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: 

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 
5
Jadi dari ketentuan 

diatas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada 

prinsipnya meperketat terjadinya perceraian, dimana 

menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan 

sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan untuk 

melakukan perceraian 

                                                             
4
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1), cetakan kedelapan, 

(Bandung: Citra Umbara, 2016), h.13 
5 Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum 

Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), cetakan 

kedua, h. 246. 
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Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6
 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
7
 Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan, 

maksudnya yaitu perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan 

isteri untuk melakukan cerai gugat karena adanya tindak kekerasan 

suami dalam rumah tangga. Jadi, ada persyaratan yang harus di 

penuhi.
8
 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat 

terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah 

tangga, Dasar hukum pertimbangan hakim dan perundang-undangan 

yang berlaku dalam menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim 

akan menjadi hal yang penting dalam menganalisa putusan. 

 dimana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan 

tersebut yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan dari 

suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan kekerasan 

dalam rumah tangga ini dibenarkan oleh Undang-Undang perkawinan 

yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-Undang 

mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan 

                                                             
6
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, ... Pasal 38 sampai dengan Pasal 41, h.13. 
7Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 36 
8
 Suparman Usman, Hukum Islam, ... ..., h. 245. 
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untuk mengajukan perceraian tercantum dalam Nomor 4 bahwa:” Salah 

satu pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain”. 

Dari sini sudah dapat dilihat, bahwa suami sudah tidak 

mempunyai i’tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warokhmah. Bahkan suami dengan bertindak sewenang-

wenang kepada istri yaitu jika suami marah sering membanting barang-

barang atau menendang pintu bahkan suami, sehingga mengakibatkan 

istri ketakutan dan merasa tidak nyaman. Suami tidak memberi nafkah. 

Faktor fikih dan hukum relatif, suami melanggar hak dan kewajiban 

suami isteri. Selain itu suami sudah tidak memberikan nafkah selama 

tiga tahun berturut-turut.
9
 

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan 

Agama Tigaraksa di samping karena Pengadilan Agama Tigaraksa 

adalah salah satu Pengadilan yang berkompeten untuk melakukan 

proses perkara pada tingkat pertama, juga karena dalam putusan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ini terjadi problem atas 

kekerasan dalam rumah tangga tidak dijadikan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara. Sedangkan dalam memilih tahun 2013 

dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun untuk dapat melacak 

data yang ada secara akurat dan permasalahan yang muncul pun di sini 

masih terasa relevan dan aktual jika di kontekskan dengan masa 

sekarang. 

 

                                                             
9
  Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Perkara Nomor 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian di atas penyusun memfokuskan tentang 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan masalah cerai gugat 

terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah 

tangga, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.  

 

C . Perumusan Masalah. 

Didalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang 

seksama dan teliti, agar di dalam penulisannya dapat menuju arah yang 

hendak dicapai, sehingga hal ini diperlukan adanya Perumusan Masalah 

yang menjadi pokok pembahasan di dalam proposal skripsi ini, guna 

menghindari adanya kesimpangsiuran dan ketidakonsistenan di dalam 

penulisan. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka 

terdapat beberapa pokok pernasalahan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan Apa yang dilakukan oleh Hakim dalam 

memberikan batasan kekerasan yang bisa dijadikan alasan 

perceraian? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan 

Agama dalam Memutus Perkara Nomor 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs? 

3. Apa Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs? 
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D . Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini mengenai 

cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri 

dalam rumah tangga adalah: 

1. Untuk mengetahui Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim 

dalam memberikan batasan kekerasan yang bisa dijadikan 

alasan perceraian. 

2.  untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dan Putusan 

Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Nomor 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs  

3. untuk mengetahui Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim 

dalam Memutus Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs 

 

E. Manfaat Penelitian. 

Dalam penelitian ini, manfaat dari penelitian yang dapat diambil 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis. 

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah 

kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat terhadap suami yang 

melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Dapat 

memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya, terutama yang 

berkaitan dengan masalah perkawinan serta informasi ilmiah guna 

melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan 

mendalam mengenai perceraian dalam perkawinan.  

Dan juga pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai 

gugat sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum Islam dan 
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Hukum Acara Peradilan Agama, dan manfaat lainnya adalah untuk 

memenuhi atau memperoleh gelar SI S.H. Fakultas Syari’ah. 

2. Manfaat Praktis. 

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini 

juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi 

oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat terhadap 

suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 

khususnya di wilayah tigaraksa kabupaten tangerang. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang relevan. 

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-

buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan cerai 

gugat ada beberapa buku dan karya ilmiah yang akan penyusun 

sebutkan: 

Ke satu, Skripsi Hendro dengan judul “Peranan Jaringan 

Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan 

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Kudus” Skripsi 

Ini Lebih Menekankan Pada Peranan JPPA dalam memberikan 

pendampingan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya 

terhadap korban kekerasan terhadap perempuan mempunyai tugas 

sebagai relawan pendamping untuk membantu menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang menyangkut tentang  KDRT. Metode yang 

penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif,  dan Library research, kemudian diolah dan disajikan dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat. 

http://www.pustakaskripsi.com/peranan-jaringan-perlindungan-perempuan-dan-anak-jppa-dalam-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kabupaten-kudus-4196.html
http://www.pustakaskripsi.com/peranan-jaringan-perlindungan-perempuan-dan-anak-jppa-dalam-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kabupaten-kudus-4196.html
http://www.pustakaskripsi.com/peranan-jaringan-perlindungan-perempuan-dan-anak-jppa-dalam-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kabupaten-kudus-4196.html
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Ke dua, Skripsi Yunia Lupar dengan judul “ Tinjauan hukum 

Islam dan hukum positif tentang penganiyaan terhadap isteri 

hubungannya dengan kelangsungan perkawinan” (Analisis Pasal 1165 

KHI dan Pasal 351 KUHP). Skripsi ini lebih menekankan pada dampak 

penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri yang dapat 

mengganggu kelangsungan perkawinan dengan cara menganalisis Pasal 

1165 KHI dan Pasal 351 KUHP). Metode yang penulis pergunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Dalam 

pengolahan data penulis menggunakan metode induktif,yaitu 

menyajikan data yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. Dan metode deduktif, yaitu menyajikan data yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. 

 Nindi Karisma dengan judul “ Cerai gugat terhadap suami yang 

melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga”. (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs). perbedaannya dengan skripsi Yunia Lupar 

didalamnya memaparkan tentang (Analisa Pasal 116 KHI dan Pasal 

352 KUHP ) penganiyaan terhadap isteri hubungannya dengan 

kelangsungan perkawinan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. 

Sedangkan skripsi saya lebih menekankan pada pertimbangan Majelis 

Hakim dalam memutuskan masalah cerai gugat terhadap suami yang 

melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, Putusan 

Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.  
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G .Kerangka Pemikiran 

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang 

diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan 

secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak 

sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan 

sebagai tergugat.  

Di dalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 209 yang 

berbunyi:  

Apabila seseorang melukai berat atau menganiaya, dilakukan 

oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian 

sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. 

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan 

hanyalah sebagai berikut, salah satunya adalah : “(4e) melukai berat 

atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri 

atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak 

yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga, mengakibatkan luka-luka 

yang membahayakan.
10

 

Kekerasan merupakan salah satu alasan yang membolehkan satu 

pihak (suami isteri) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
11

 

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap 

perbutan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 

                                                             
10

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Burgerlijk  Wetbook, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dengan tambahan UU Pokok Agraria dan Perkawinan (terj), 

( Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001, cetakan ketiga puluh satu , h. 51. 
11

Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah 

tangga, lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya, ( Yogyakarta: Merkid 

Press, 2015), h. 9 
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untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 

angka 1 UU PKDRT).
12

 

Jadi, kekerasan atau penganiayaan terhadap isteri adalah 

merupakan tindak kejahatan yang nyata dan dapat ditindaklanjuti ke 

pengadilan dengan alasan isteri diperlakukan kasar bahkan dianiaya 

oleh suaminya sendiri dengan berdasarkan pasal tersebut. selain bisa 

mengadukan perbuatan suami ke pihak berwajib isteri juga bisa 

meminta cerai kepada suaminya, karena kekerasan merupakan salah 

satu alasan yang dapat mengakibatkan perceraian. 

Syikaq menurut bahasa dapat diartikan “Pertengkaran”, 

sedangkan menurut istilah syikaq berarti krisis memuncak yang terjadi 

antara suami isteri, sehingga antara keduanya tidak dapat dipertemukan 

(diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah surat Annisa ayat 35: 

                        

                           

        Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal” (QS. Annisa’ :35).
13

 

                                                             
12

Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah 

tangga, h. 9. 
13 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, 

Al-Quran dan terjemah (Depok: Jakarta 2005), h.84. 



12 

 

Firman Allah menjelaskan, jika terjadi kasus syiqaq antara 

suami isteri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakim dari 

pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki 

dan mencari sebab musabah permasalahan antara keduanya, dan Allah 

menganjurkan agar kedua belah pihak tersebut bisa (hidup bersama) 

kembali.  

Apabila dalam kasus siqaq ini keduanya tidak dapat berdamai 

maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, 

dan kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba’in, yaitu 

pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk 

kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan maskawin baru 

tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya. 

Putusan Hakim 

Di dalam putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan oleh 

Hakim adalah untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat dan 

Tergugat yaitu dengan mendasarkan hukum serta pertimbangan secara 

yuridis. Dalam penelitian ini alasan-alasan hukum yang menjadi dasar 

pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 

1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan, bahwa segala Putusan Pengadilan harus sesuai menurut 

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan mencantumkan pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan maupun 

yurisprudensi atau doktrin hukum. 

Selain mendasar pada hukum yuridis di atas, hakim juga 

mendasarkan atas dasar hukum normatif, yaitu menetapkan sesuai 
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berdasarkan pada teks-teks, hadis, kaidah ushul fiqh, serta pendapat 

para ulama. 

 

H . Metodologi Penelitian. 

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah 

diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif yaitu 

menetapkan sesuai berdasarkan pada teks-teks, hadis, kaidah ushul 

fiqh, serta pendapat para ulama.
14

 

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka, juga studi lapangan 

(field research dan library research). Library research yaitu metode 

penulisan dengan cara pengumpulan data melalui berbagai literatur. 

Sedangkan penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dalam hal ini Pengadilan 

Agama Tigaraksa. 

2. Sumber Data. 

Sumber data untuk sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainnya yang ada 

dilapangan dan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang 

diteliti yaitu Putusan Pengadilan Agama , sedangkan sumber data 

sekunder  merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang 

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari 

                                                             
14

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif,  (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), cetakan Ketujuh belas, h. 33. 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang No. 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 

Dokumentasi, dan Wawancara, Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

sedangkan sumber data tersier adalah buku-buku fiqh, yang 

berhubungan dengan  skripsi ini. 

Teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini 

adalah dengan cara: 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu dengan melihat atau meneliti dokumen-

dokumen putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 

serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Tigaraksa yang 

dijadikan objek penelitian. 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan ahli yang 

berkompeten dalam hal ini hakim atau panitera. 

1. Analisis Data  

Data yang dikumpulkan kemudian data diolah, dianalisa, dan 

diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil kajian hukum, dalam hal ini 

berupa berkas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, yang akan 

ditinjau lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang akan diperoleh dari 

bahan hukum diatas. 

Sedangkan pengelolaan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dilakukan dengan cara mengedit (editing) data yaitu 

memeriksa data yang terkumpul, apakah jawaban-jawaban dari 
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pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah sesuai belum 

dengan yang dibutuhkan. 

Setelah mengelola data kemudian menganalisa data dilakukan 

dengan menggunakan metode content analisa yang kemudian 

menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri. Maksud dari 

content analisa dalam penelitian ini adalah menganalisa putusan dari 

Pengadilan Agama Tigaraksa tentang kekerasan dalam rumah tangga. 

Teknik penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

berpedoman pada buku Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Tahun 

2016. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka 

perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang rincinya adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini 

secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang 

masalah, fokus penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang Kondisi Geografis Pengadilan 

Agama Tigaraksa yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Pengadilan 

Agama Tigaraksa, Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Tigaraksa, 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa, Kompetensi 
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Pengadilan Agama Tigaraksa,Visi dan Misi Pengadilan Agama 

Tigaraksa. 

          Bab Ketiga, membahas tinjauan umum tentang perceraian dan 

kekerasan dalam rumah tangga, dalam bab ini akan dibahas pengertian 

Pengertian Perceraian secara Etimologi/ Terminologi. Rukun dan 

Syarat-Syarat Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Bentuk-Bentuk 

Perceraian dalam Hukum Islam, Alasan- Alasan Hukum Perceraian 

dalam Hukum Positif, Tata Cara Menyelesaikan Perkara Perceraian. 

Akibat Terjadinya Perceraian. Dilanjutkan dengan tinjauan umum 

tentang kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya mencakup 

pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 

Penghapusan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT 

Nomor 23 Tahun 2004), Kekerasan Menurut Hukum Islam, Kekerasan 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Objek Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Faktor-Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sanksi Hukum 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Bab keempat, merupakan analisis terhadap dasar hukum dan 

pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa 

Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA. Tgrs. Tentang Cerai Gugat 

terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap Istri dalam rumah 

tangga. yang di dalamnya mencakup Pertimbangan Hakim dalam 

Memberikan Batasan Kekerasan yang Bisa Dijadikan Alasan 

Perceraian, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Agama 

dalam Memutus Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tentang 

Perkara Cerai Gugat Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri dalam 
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Rumah Tangga, Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim 

dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami Yang 

Melakukan Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga dengan 

Nomor Perkara 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. 

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran 

dan daftar pustaka dan lampiran. 


